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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 108 sampai dengan

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara dan kelancaran pelaksanaan

seleksi calon pejabat pimpinan tinggi di Lingkungan

Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Pedoman

Pelaksanaan Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di

Lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pelaksanaan

Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan

Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
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8. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang

Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Negara Periode

Tahun 2014 – 2019;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/

M-DAG/PER/ 7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/

M-DAG/PER /8/2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/

M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan

Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di

Lingkungan Kementerian` Perdagangan sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan

Nomor 228/M-DAG/KEP/3/ 2014 tentang Perubahan

atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126.1/

M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan

Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di

Lingkungan Kementerian Perdagangan;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3

Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum

Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEJABAT

PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERDAGANGAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat embina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai

secara nasional.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan

tinggi pada instansi pemerintah.

5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan

sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

7. Kompetensi manajerial adalah soft competency yang

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan

sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan.

8. Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja setiap

PNS yang mencakup aspek pengetahuan,

keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan

dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan.
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BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi ditujukan untuk

mendapatkan calon-calon pemangku jabatan yang

kompeten dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi

Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan

Kementerian Perdagangan.

(2) Untuk mendapatkan calon pemangku jabatan yang

kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara

kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang

dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja,

kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan

pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada

Instansi Pemerintah, tanpa membedakan gender, suku,

agama, ras, dan golongan.

BAB III

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 3

(1) Peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di

lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Pegawai

Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan atau apabila

disetujui oleh Presiden, peserta seleksi dapat direkrut

dari prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Non PNS

lainnya.

(2) Peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

di lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu Pegawai

Negeri Sipil pada Kementerian Perdagangan.
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